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PENETAPAN 

Nomor 25/Pdt.G/2024/MS.Str 

مبسم الله الرحمن الرحي  

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

MAHKAMAH SYAR'IYAH SIMPANG TIGA REDELONG 

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Hakim telah 

memutus perkara Cerai Gugat antara: 

XXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, 

pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di 

Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten 

Bener Meriah. Domisili elektronik XXXXXXX@gmail.com. 

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat; 

melawan 

XXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, 

pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXX, 

Gampong XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kota 

Lhokseumawe. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat; 

Mahkamah Syar’iyah tersebut; 

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Setelah mendengar keterangan para pihak di persidangan; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2024 

yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong 

Nomor 25/Pdt.G/2024/MS.Str pada tanggal 23 Januari 2024, telah mengajukan 

Cerai Gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2019, Penggugat dan Tergugat telah 

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 

pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXX, Kabupaten Bener 

Meriah sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 

XXXXXXX, , tertanggal 24 Juli 2019;   
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2024/MS.Str 
 

  

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat bersetatus Perawan dan Tergugat 

bersetatus perjaka;   

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di 

rumah orang tua Tergugat sampai dengan berpisah dan belum dikaruniai 

anak;   

4. Bahwa sejak Oktober 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi Percekcokan dan pertengkaran 

disebabkan karena:  

1. Bahwa Tegugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah 

karena Tergugat pelit;   

2. Bahwa Tergugat memiliki sifat emosi yang tinggi sehingga sering 

marah- marah kepada Penggugat tanpa hal jelas dan bahkan pernah 

bermain tangan kepada Penggugat;   

3. Bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang Penggugat 

ketahui sendiri dari handphone Tergugat;   

4. Bahwa Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat 

dan keluarga Penggugat;   

5. Bahwa Tergugat bukan imam yang baik bagi Penggugat karena 

Tergugat tidak pernah mengerjakan sholat 5 waktu;   

6. Bahwa puncaknya pada bulan Okotober tahun2023 terjadi 

pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat 

ketahuan selingkuh dengan wanita lain yang Penggugat ketahui 

sendiri dari handphone milik Tergugat kemudian Tergugat 

mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Pengguga dan 

sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah 

sampai dengan sekarang;   

5. Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dimediasi 

oleh keluarga dan aparatur kampung akan tetapi tidak membuahkan hasil;   

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat 

untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon 
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kepada Bapak Ketua MS Simpang Tiga Redelong kiranya berkenan 

menerima dan memeriksa perkara ini;   

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;   

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon 

kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Hakim untuk 

memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan 

sebagai berikut: 

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;   

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXX) terhadap 

Penggugat (XXXXXX);   

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;   

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya 

(ex aequo et bono);  

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,  

Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan; 

Bahwa dihadapan Hakim Penggugat menyatakan secara lisan 

mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya; 

Bahwa atas pernyataan dan permohonan Penggugat tersebut, 

Tergugat menyatakan tidak keberatan; 

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk 

kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang 

perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan 

peneapan ini. 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Hakim 

dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan 

yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam 

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas 

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan 

Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang 
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berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka 

berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang 

Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan 

menyelesaikan gugatan Penggugat; 

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah 

ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan; 

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan 

mencabut perkaranya. Berkaitan dengan permohonan Penggugat tersebut, 

maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Hakim menilai bahwa pencabutan 

tersebut dikarenakan belum masuk ke tahapan pemeriksaan maka tidak perlu 

diminta persetujuan dari Tergugat sehingga permohonan tersebut patut untuk 

dikabulkan; 

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan menurut Pasal 89 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya 

perkara dibebankan kepada Penggugat; 

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta 

dalil-dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini; 

MENETAPKAN 

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 

25/Pdt.G/2024/MS.Str dari Penggugat; 

2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong 

untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara; 

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) 

 Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Mahkamah 

Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa, 20 Februari 2024 Masehi 

bertepatan dengan tanggal 10 Sya’ban 1445 Hijriyah oleh Zahrul Bawady, Lc., 

sebagai Hakim Tunggal sesuai dengan Izin Persidangan Hakim Tunggal dari 

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana Surat Keputusan 
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Nomor 135/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 13 November 2018. Penetapan 

tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka 

untuk umum dengan dibantu oleh Lisa Astarina, S.H.I. sebagai Panitera 

Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat; 

Panitera Sidang, 
 
 
 
 
 

Lisa Astarina, S.H.I. 

Hakim, 
 

 

 

Zahrul Bawady, Lc. 
  

 
Rincian Biaya perkara: 
 

1. PNBP    

 a. Pendaftaran 

b. Panggilan Pertama 

c. Redaksi 

: 

: 

: 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

30.000,00 

20.000,00 

10.000,00 

2. Proses : Rp. 50.000,00 

3. Panggilan : Rp.   50.000,00 

4. Meterai : Rp. 10.000,00 

 Jumlah : Rp. 170.000,00 
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